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MAKNA KEUANGAN NEGARA

RUANG LINGKUP

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan
pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan
membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasu
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003
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PENDEKATAN DARI SISl OBJEK

@ semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan
pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa
uang, maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
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PENDEKATAN DARI SISI SUBYEK

Seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas
yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain
yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

PENDEKATAN DARI SISl PROSES

seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan
dengan pengelolaan obyek sebagaimana
tersebut di atas mulai dari perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan
sampai dengan pertanggunggjawaban.
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PENDEKATAN DARI SISI TUJUAN

seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan
hukum yang berkaitan dengan pemilikan
dan/atau penguasaan obyek sebagaimana
tersebut di atas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.

Peraturan yang Menyebabkan BUMN
Tidak Fleksibel Layaknya Swasta

BUMN :lﬁ : 41}& SWASTA

UU FERBENDAHARAAN HEGARA

UL TPKOR

]
R 3 sws

BUMN drwnpbian untuk mematuhi kelortumn yang jumish dan lingkupmya lobin banyak davipada swast
Eondisi i mngacikan BUMA tidak memiiki LEVEL OF PLAYING FIELD yarg sama dongan SWASTA
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Kelembagaan yang Menyebabkan BUMN
Tidak Fleksibel Layaknya Swasta

BUMN SWASTA

BUMN 9 4 SWASTA
Lembaga yang teribat dalam p an, dan peng, BUMN lebih banyak daripada swasta.
Kondisi il menjacikan BUMN tidsk el LEVEL OF ALAYING FIELD yang sama dengan SWASTA

PUTUSAN MK NO 48/PUU-X1/2013

Welfare state
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HOLDING BUMN

UU No. 19 /2003

Putusan MK No. B ;) No. 17/2003

48/PUU-X1/2013

PP No. 72/2016

MINDSET

® Kekayaan negara telah bertransformasi menjadi
modal BUMN  sebagai modal wusaha yang
pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha
(business  judgment rules), namun pemisahan
kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih
menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan
negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi
jelas hanya pemisahan vyang tidak dapat
dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan,
karena itu tetap sebagai kekayaan negara dan dengan
demikian kewenangan negara di bidang pengawasan
tetap berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK
terhadap holding BUMN berdasarkan business
judgment role dengan tetap memperhatikan apakah
perusahaan sudah menerapkan Good Corporate
Governance dengan baik.
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